Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Analisis Kepastian Hukum Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha
Kena Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

K etentuan Umum dan Tata Cara Perpagjakan (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitus Nomor 13/PUU-X1V/2016) = Analisys on
Taxable Entrepreneur's Tax Obli gatlon Certainty Based on Law No. 28
of 2007 on General Provision and Taxation Procedure (Case Study on
Constitutional Court's Verdict No. 13/PUU-X1V/2016)

Faris Prasetyo Makarim, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui .ac.id/detail 7id=9999920555919& | okasi=I okal

Peraturan mengenai kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pgjak dan objek
yang dapat dikenakan Pgjak Pertambahan Nilal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009
tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pelaksanaan dan tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diatur di
dalam Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpgjakan. Di dalam UU
No. 28 tahun 2007 tersebut diatur pula pengukuhan Pengusaha Kena Pgjak, dan juga sanksi apabila seorang
Pengusaha Kena Pgjak tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, masalah kemudian timbul terkait kapan
kewajiban perpajakan dari Pengusaha Kena Pgjak itu timbul. Tidak ada pengaturan lebih lanjut dalam UU
No. 28 tahun 2007 dan justru dalam UU No. 28 tahun 2007 terdapat pengaturan yang berimplikasi paradoks
terhadap UU No. 42 Tahun 2009 terkait dengan kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilal yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pgjak. Oleh karena itu dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif
maka tulisan ini akan menganalisis peran Wajib Pgjak serta Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanaterjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 13/PUU-X1V/2016. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan hukum
terkait pengaturan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pgjak.

...... The regulations governing Value-Added Tax is Law No. 42 of 2009 on Vaue-Added Tax. The
implementation of the Value-Added Tax isregulated in Law No. 28 of 2007 on General Provision and
Taxation Procedure. Law No. 28 of 2007 regulates how to appoint someone to be a Taxable
Entrepreneur/Enterprise. Nonethel ess, problems then arise related to when is the tax obligation begins. No
regulations regulate those things, and paradoxical interpretations arise between Law No. 42 of 2009 and
Law No. 28 of 2007 related to Taxable Entrepreneur Obligations. Therefore, using Normative and Juridical
methods in this study will try to conclude and analyze the taxpayers and the IRS' role in conducting the
Value-Added Tax activities based on Constitutional Court’s Verdict No.13/PUU-X1V/2016. Build upon the
case mentioned before; it concluded that there is still alegal uncertainty regarding the regulation that
governs when the Taxable Entrepreneur’ s tax obligations are begin.
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